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RINGKASAN LAPORAN  PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 

2020 74,13 > 2021 74.57
ANGKA KEMISKINAN

2020 6,36% > 2021 6,42%

ANGKA PENGANGGURAN

2020 8,86% > 2021 8,62%

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

2020 -4,28% > 2021 0,23%

PENDAPATAN PERKAPITA

2020 86,49JT > 2021 86,49JT

KETIMPANGAN PENDAPATAN

2020 0,31 > 2021 0,27

PENDIDIKAN
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 
tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

58,27%

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 
tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan
dasar

83,41%

Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 
tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan
menengah pertama

72,98%

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 
tahun yang belum menyelesaikan pendidikan
dasar dan menengah yang berpartisipasi
dalam pendidikan kesetaraan

76%

Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan 0,14%
Persentase RS Rujukan Tingkat 
kabupaten/kota yang terakreditasi

100%

Persentase ibu hamil mendapatkan
pelayanan kesehatan ibu hamil

97,88%

Persentase ibu bersalin mendapatkan
pelayanan persalinan

96,38%

Persentase bayi baru lahir mendapatkan
pelayanan kesehatan bayi baru lahir

99,09%

Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai
standar

87,26%

Persentase anak usia pendidikan dasar yang 
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

88,52%

Persentase orang usia 15-29 tahun
mendapatkan skrining kesehatan sesuai
standar

43,02%

Persentase warga negara usia 60 tahun ke
atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai
standar

70,46%

Persentase penderita hipertensi yang 
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

83,33%

Persentase penderita DM yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar

100%

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan
pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

100%

Persentase orang terduga TBC mendapatkan
pelayanan TBC sesuai standar

100%

Persentase orang dengan resiko terinfeksi
HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV 
sesuai standar

89,36%

Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi
rumah layak huni bagi korban bencana
kabupaten/kota

92,86%

Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi
masyarakat terdampak relokasi program 
pemerintah kabupaten/kota

100%

Persentase kawasan permukiman kumuh
dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani 3,77%

Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah
Tidak Layak Huni) 5%

Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi
PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 78,61%

Rasio luas kawasan permukiman rawan
banjir yang terlindungi oleh infrastruktur
pengendalian banjir di WS Kewenangan
kabupaten/kota

96,49%

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang
pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang 
terlindungi oleh infrastruktur pengaman
pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota

25,31%

Rasio luas daerah irigasi kewenangan
kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan
irigasi

100%

Persentase jumlah rumah tangga yang 
mendapatkan akses terhadap air minum
melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan terlindungi terhadap
rumah tangga di seluruh kabupaten/kota

73,03%

Persentase jumlah rumah tangga yang 
memperoleh layanan pengolahan air limbah
domestik

88,65%

Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota 100%

Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota 99,10%
Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang 
memiliki sertifikat kompetensi

100%

Rasio proyek yang menjadi kewenangan
pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

100%

Persentase Gangguan Trantibum yang dapat
diselesaikan

100%

Persentase Perda dan Perkada yang 
ditegakkan

100%

Jumlah warga negara yang memperoleh
layanan informasi rawan bencana 168.754

Jumlah warga negara yang memperoleh
layanan pencegahan dan kesiapsiagaan
terhadap bencana

168.754

Jumlah warga negara yang memperoleh
layanan penyelamatan dan evakuasi korban 
bencana

14.366

Persentase pelayanan penyelamatan dan 
evakuasi korban kebakaran

100%

Waktu tanggap (response time) penanganan
kebakaran

15

Persentase penyandang disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut usia terlantar dan 

gelandangan pengemis yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator

SPM)

99,20%

Persentase korban bencana alam dan sosial

yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada 

saat dan setelah tanggap darurat bencana

daerah kabupaten/kota

100%

KESEHATAN

TRANTIBUM & LINMAS

SOSIAL

PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG

PERUMAHAN & PERMUKIMAN

KEUANGAN DAERAH

KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN PELAYANAN DASAR

KINERJA MAKRO DAERAH 

INOVASI DAERAH

PENDAPATAN DAERAH 1.106.147.234.756,92

URAIAN Realisasi (Milyar Rupiah)
% terhadap

Pendapatan Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 195.902.264.544,92 17,71

PENDAPATAN TRANSFER 870.158.338.817,00 78,67

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 
YANG SAH

40.086.631.395,00 3,62

Kabupaten Bintan menerima apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri selama 2 (Dua) Tahun
berturut-turut pada ajang Innovative Government Award (IGA) dengan predikat Kabupaten
Terinovatif Nasional Kategori Daerah Perbatasan.

InovaDa Bintan: Paralegal Masyarakat Bintan (PARAS BINTAN), Fasilitasi Teknologi Dan Inovasi
(FATONI), Organisasi Kelitbangan (ORALIT), Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin
dengan CEPAT, TERINTEGRASI DAN TERENCANA (CINTA). PERAHU GEMILANG dan Kampung
Ayam berbasis Kepulauan (KAMILAU) serta 88 lainnya.

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Bintan (Unaudited)

EPPD & OPINI LKPD
• (EPPD) untuk Kabupaten

Bintan pada selama
kurun waktu 2 tahun
terakhir memiliki skor >3
dengan status prestasi
“Tinggi”.

SARAN DAN MASUKAN
Dapat dikirimkan kepada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan
WEB: http://ppid.bintankab.go.id/ atau https://sahara.bintankab.go.id/
E-Mail: bintan88pemerintahan@gmail.com
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